
BUPATI MUSI RAWAS
PERATUMN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGUNHAR.JO

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : ba-hwa untuk melaksanakal ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2ol8

tentang Badan l,ayanan Umum Daerah, perlu

menetapkan Peratulan Bupati tentang Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masryarakat Mangunharjo Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Irmba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhA

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha! Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan I€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan Pemerintah NoEor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O05 Nomor 105, Tambahan

Lembajan NeSara Republik Indonesia Nomor 4585);

Feraturan Menteri I(es€hatan Nomor 75 Tahun 2Ol4

Tentang Pusat IGs€ha.tan Masyaralat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Pelaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daeratr Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Ferangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas 0smbsran
Daerah KabupaGn Musi Ra\ras Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEI{TANG TATA KEITIJ\ BADAN

I,AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN

MASYARAKAT MANGUN}IAR.'O KABI.'PATEN MUSI

RAV'AS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Rraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas,

2. Pemerintah lGbupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawas.

3. Bupati adal,ah Bupati Kabupaten Musi Rawas.

4. Dinas lGsehatan yang selanjutnya discbut Dinas

adalah Dinas I(esehatan Kabupaten Musi Rawas,

3.

4.

5.

6.
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7.

5. Kepala Dinas Kesehatsn yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Musi Rawas.

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalah Puskesmas Mangunharjo.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang seLanjutnya

disingkat UPID adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah KabupaGn Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahaa yang menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat

yffrg digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif yang diLalukan oleh pemerintah,

pe merintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakal upaya kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutarnakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat

k€sehatan masyaralat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yartg selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Keda pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijuaf tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melal<ukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktivitas.

a.

9.

10.

11.

i
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12. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat

untuk meningkatksn petayanan kepada masyarakat

dalam ralgka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pada umumrrya.

13, Pola Tata Kelola Puskesmas adalah aturan dasar yang

mengatur tata ca.ra penyelenggaraan Puskesmas.

14. Remunerasi adalah imbalan keda yang dapat berupa

gaji, tunjangal tetap, honorarium, insentif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensiun.

15. Kepala adalah Kepala Puskesmas Mangunharjo.

16. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yarg berlaku

umum.

17. Peningkatan status BLUD adalah meningkatnya

status unit keda yang menerapkan PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

sela-njutnya disingkat BluD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiat€n dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkata-n, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibat penyakit dan pemulihan kesehatan

perseorarngan.

4
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20. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dal
masya.rakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

peiencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

lnvestasi adalah pengeluaran urtuk mendapatkan

aset dalam rangla memperoleh malfaat ekonomis

yartg dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap ornng yang

mengaMikan diri dalam bidang ke sehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidaag kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukal kewenangan untuk melakukan

upaya kesehatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

tekrris yang sebutannya disesuaikal dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tompat

penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

21.

,|)

23_

24.

25.

5i r.t

-" -1_i l)'/'



--- F-

27.

28.

29.

Biaya adnlah Bejumlah pengpluaran yang mcngufangi

ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang

den/atau jasa untuk kelrrluan otrrrasional BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya

disingkat RBA adql.h dokumen perencanaan bienis

dan penganggaran tahunan yang berisi program,

kcgiatan, target kinerja, dan anggaran BLUD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD ya[g

sclanjutnya dfuingkat DPA-BLUD adalah dokumen

yang memuat pendapatan dan biaya, prcyeksi arus

kas, jumlah dsn kualitas barang danatau jasa yang

akal dihasilkan dan digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

Rencana Stmtegis Bisnis yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen 5 0ina)
tahunan yang memuat visi, misi, program stratcgis,

pengukursn pencapaian kinerja dan arah keblalon
operasional BLUD.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

disingkat SPM adalah spesilikasi teknis tentang tolak

ukur layarpn minimal yang diberikan otreh

hrskesmas kepada masyarakaL

Baeis alrual adaLah basis akunta-nBi yang mengakui

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

pclayanan terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau sctara kas dit€rima atau dibayar.

Praktik bisnis yang s€hat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dafam rangka

layanan yang bermutu dan bcrkesiaambungan.

30.

31.

32.

33.
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34. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD

yang bertugas melakukan pengawasan dan

pengendalian intemal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial sekitarnya (social responsihlitgl dalam

menyelenggaral{an bisnis sehat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi

sehingga tersaji sebagai satu entitas p€Laporan.

BAB II

TATA KEI.OI,A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmas Mangunharjo merupakan Puakesmas Rawat

Inap yarrg terletak di Jalan Megang Sakti, Kelurahan O.

Mangunharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi

Rawas, Telp. Oa2377294642, email:

okm.mh20 1 &@cmail.com,.

Bagiar Kedua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

Visi Puskesmas Mangunharjo adalah:

"Kesehatan Maqmrakat Purwodadi Yang Berkualitas

Menuju Musi Rawas Sempuma Sehat 2021".

Misi Puskesmas adalah:

a, Memberikan pelayanarl kesehatan dengan merata,

secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b. Penguatan pelayanan kesehatan dalam penetapan

paradigma sehat menuju pembangunan

kesehatan yang sempurna.

35.

(1)

(21
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c. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang

professional dan beretika.

d. Mcningkatkan kcmandtian macyarakat melalui

pcmberdayaan UKBM (U8aha Keschatan Bcrbasis

Masryarakatl.

e. Manajcmcn PUE&eBmas yang transparan.

(3) Tata Nilai Puskesmas Mangunharjo edalah:

Cepat Bertindak dengan Cepat

Efektif dan Elisicn Memberikan Pelayanan

Yang tepat dan s€suai lcbutuhar
Ramah, Silep santun kepada seluruh

masyarakat dan rclen kerja.

Inovadyaitu mampu bckerja dengan

kreatif

Akuntabel yaitu sesuai standar

a.C
b.E

c.R

d. I

e.A

(4) Prineipprinsip Tata Kelotra. antara lain:

a. tranEparan8i;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas;dan

d. independensi.

Bagian Ketiga

Kedudukan Puskesmas

Pasal 4

Puskeamaa Mangunharjo mempakan Unit Felaksana

Teknis Dinag Keschatan Kabupaten Musi Rawas.

Bsgian lGempat

Tujuan, TWas dan F-ungsi PuskBmas

Pasal 5

(U TUiuanr dari Puskesmas Mangurrharjo:

a. Mewujudkan masyamkat yang memiliki perilaku

Bchat yang meliputi kcsadaran, lrcmauan, dan

kemampuan hidup s€hat;

h
,1
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b. mewujudkan masDrarakat yang rnFynpu

menjangkau pelayanan keschatan bermutu;

c. mewujudkan tnasyarakat yang hidup dalam

lingkunSan sehat; dan

d. mewujudkan masyarakaat yang memiliki derajat

kesehatan optimal, baik individu, keluarga,

kelompok, dan masyarakat.

(2) Puskesmas mempunyai tugas melaksaaakan

kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan
pembangunan kes€hatan di wil,ayah kerjanya dalam

rangka mendukung terwujudaya kecamatan sehat.

(3) Dalsm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dqlFrn ayat (2), Puskesmas menlrclenggarakan fungsi:

a. Fnyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah

kerjanya.

Bagian Kelima

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasel 6

Peraerintah Kabupaten Musi Rasas adalah penoilik

Puekesmas Malgunharjo.

PaEal 7

(1) Bupati sebagai pimpinan Pemerintah Daerah memiliki

kewajiban sebagFi berikut:

a. mcnjaga l)clayanan Puskcsmas agar masyalakat

tetap memiliki akses pada pelayanan kesehatan;

b. menjaga kesinambungan pelayanan Puskesmas

scbagai bagian dari peliayanan umum;

c, mengembanEkan Puskesmas sesuai dengan

perkembangan ilrnu dan trknologi;

-t,'l
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melengkapi tenaga, sarana dan prasarana

Puskesmas dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanaa; dan

melalnrkan pcmbinaan dan pengawasan kepad.e

Puskesmas BLUD melalui Dinas Keschatan

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskesmas

bertanggungiawab:

a. tcrhadap kcmajuan dan pcrkcmbangan

Puskeemas sesuai dengan harapan maqrarakat;

b. terhadap tercapainya pela5ranan yang bermutu di

Puskesmas; darr

c. menutup delisit angaran Puskesmas yang bukan

karena kesalahan dala'n pengelotraan yang

ditnrlrtikan dengan audit secara independen.

(2)Pemerintah Kabuparcn bertanggungiawab atas

terjadinya pasien yang ditimbulksn akibat

kelal,aian staf Puskesmas secara berjenjang scsuai

dengan hierarki Fernerintah Daerah.

Pasal 9

palarn msljaga tanggung jawabnl,a, Bupa.ti sebagai

p€mimpin Pemerintah lGbupaten lnemiliki wswcnang

scbagai bcrikut:

a, menetapkan freraturan tentang tata kelol,a dan SPM

Puakesnas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengclola

dsn Pejabat strukhlral;
c. mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menilai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Puskesmas dan kinerja

Puskesmas;

d. menetapkan tarif layanan Puskesmas BLUD;

d.

I PA&lFKr)C'Zt,;..._l
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h.

e. menyetujui dan mengesahkan Rencsna Bisnie dan

Angaran Puskesma8;

menetapkan sistem remunerasi Pejabat Pengelola dan

Pegawai Puskesmas;

Membedkan sank8i kepada pcgawai yang

ketentuan yang bcrlaku dan memberikan

penghargaan kepada pegawai yang berpreBtasi; dan

Kewenangan l,ain sesuai peraturan perundang-

undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS

BaSian Kesatu

StruLtur Organisasi

Pasal 10

Organisasi Puskesnas Mangunharjo terdiri:

a. kepala Puskesmas;

b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c.pcnanggungiawab Upaya Ke8chatsn Masyarakat

(UKt{};

d. penganggungiawab Upaya Kesehatan Peraeorangan

(UKPh dan

e. penanggungiawab jaringian pelayanan Puskesmas

dan Jejaring fasilitas peliayanan kesehatan.

BaSan struktur orSanisasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 10 ayat (l) terc€ntum .lala'yr l:rnpilan I
Peraturan Bupati ini.

Kepala Puskesmas merutr akan seorang Tenaga

IGsehatan dengan kritcria scbagai berikut:

a. tingkat pendidikan paling r€ndah sarjana (S1) dan

memiliki kompetensi manajemen kesehatan

masyarakat;

b. maea kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahrm;

dan

c. telah mengikuti peLatihan manajemen Puskesmas.

(1)

(21

(3)

11
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(5) Dalam melaksanakan tanggung jarrab Kepala

Puskesmas merencanakan dan mengueulkan

kebutuhan sumber daya Pu8kesmas kepa.da Dinas

Kesehatan I(abupaten.

(6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi beberapa

kegiatan disntaranya Sistem Informa8i Puskesmas,

kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan.

(7) Penanggungiawab UKM Esensial dan Keperawatan

membawahi:

a. pelayanafl promosi kesehatan terma8uk UKSi

b. pclayanan kcsehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;

d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. pclayanan Irncegahan dan pengendalian

penyakit; dan

f. pelayanan keperawatankesehatan masyarakat.

(8) Penanggungiawab UI(M Pengembangan membawahi:

a. pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat;

c, pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;

d. pelayanan Kesehatan Olahraga;

e. trrelayanan Kesehatan Indera;

f. pelayanan Kesehatal lansia;
g. pelayanan Kesehatan Kerja; dan

h. pelayanan Kesehatan Lainnya.

(9) Penanggungiawab UKP, Kefarrnasian, dan

Le.boratorium membawahi beberapa kegiatan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. petraysnan kesehatan gigi dan mulut;

c. pelayanan KIA-KB yang bersilat UKP;

d. pela5ranan gawat darurat;

e. pelayanan qizi yang bersifat UKP;

f. pelayanan persalinan;

g. pclayanan rawat inap;

h. pelayanan ke[armasian;
i. peLayanan l,aboratoriuE; dan
j, pelayananrawatjalan,

'l1-'*'i
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(1O) Jaringan Pelayaran PKM dan Jaringan Fayankeg

membawahi:

a. puskcsmas pembantu;

b. puskesmas keliling;

c. bidan desa; dan

d. jejaring fasilitas peLayanan kesehatan.

(11) Puskesmas menyelenggarakan upaya

masyarakat tingkat pertama dan upaya

perseorangran tingkat pertama.

(12) Upaya kesehatan dilakeanakan secara

dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pejabat Pengelola

Pasal 1 I

(1) Fejabat pengelola BLUD terdid atas:

a. pemimpin BLUD;

b. pcjabat Kcuangan; dan

c. pejabat Teknis (penanggung jawab

Bagian Ketiga

Pengangkatar Pejabat Pengelola

Pasal 12

(1) Pejabat pengelotra BLUD disngkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Femtunpin BLUD bertanggung jawab kcpada Bupati

melalui kepala Dinas Kesehatan.

(3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD

bertanggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

kesehatan

kes€hatan

terintegrasi

', 1,1:':,,:,.,,, 
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(3)

Bagian Keempat

Persyaratan Sebagai Fejabat pengelola

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan dan penempetan

pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaftsud pada

pasal 12 ayat (f), ditctapksn berdasarkan kompetensi

dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

Kompetensi sebagaimana dimaksud dafam ayat (1),

merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki
oleh pejabat pengelola BLUD berupa p€ngctahuan

keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan

dslam pelaksanaan tugas dan jabatannl.a.

Kebutuhan praktik bisnis yang s€hat sebagaimana

<lirnsksud dal,am ayat (1), merupskan kepentingan

BLUD untuk meningkatlan kinerja keuangan dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajemen yang baik.

Pasal 14

(f) Syafat untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesrnas BLUD adalatt:

a. tenaga kesehatan Strata- 1 yang mempunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kepemimpina-n,

dan diutamakan pengalaman di bidang

Puskesmas BLUD;

berkclakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangksn usaha guna kemandirian

Puskeemas BLUD;

memenuhi syarat administrasi kepcgawaian dan

kualifikasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yanS berasal dari Non

PNS, didasarkan pada hasil uji kelayakan dan

kepatutan lIrt and prcpet tP.s).

e. lnasa kerja di Puekesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Pusk€smas.

b.

,;ti4-.fi.!:ii
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(2) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat t<euangan

adalah:

a. memenuhi kriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

berlatar bebf<ang pendidikal sarjana, diutamakan

bidang kesehatan, ekonooi, dan akuntansi;
pejabat Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

masa kerja di puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembalgkan usaha guna kemandirian

keuangan;

cakap melakukart perbuatan hukum dan tidak
pernah menjadi pcmegang kcuangan p€rusahaan

yang dinyatakan pailit
memenuhi syarat adminitrasi kepegawaian dan

kualifr kasi jabatan; dan

diutamakan mempunyai letar belaksng

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang keuangan atau akuntan8i

b.

h.

c.

d.

e.

c.

dan keadministrasian.

(3) Syarat untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis

adalahr

memenuhi lciteria keahlian, integritas,

kepemimpinaa;

bcrkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk
mengembangkan kegiatan teknis di bidangnya;

memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualif ikasi jabatan; dan

diutanakan mempunyai latar bclakang

pendidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang teknis yang menjadi

tanggungjawabnya.

d.
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Bagian Kelima

Tanggung Jatr'ab Pejabat Pengelola

Pasd 15

(1) Pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap

operasional dan keuangan BLUD secara umum.
(2) Fcjabat Keuangan BLUD bertanggung jawab terhadap

keuangan BLUD,

(3) Fejabat Teknis BLUD Uertanggung jawab terhadap

mutu, standarisa8i, administrasi, peningkatan

kualitas sunber daya manusia, dan peningkatan

sumber daya lainnya.

Bagian lGenam

Hak dan lGwdiban Pejabat Pengelola dan Fegawai

Pasal 16

Pejabat pengelol,a mempunyai hak:
(1) Mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentusn

pcraturan perundang-undangan dan kemampuan

keuangan daerah;

(2) Mengelola sumberdaya sesuai dengan lleksibilitas
yang diberikan oleh Bupati.

Pasd l7

(1) Pemimpin BLUD sebagaimana rlimakcud ,lalrm Pasal

I I ayat (a), mempunyai tugas dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendalikan, darr mengevaluasi

penyelenggararn kegiatsn BLUD;

b. mcnyusun renstra bisnis BLUD;

c. mcnyiapkan RBA;

d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan

dan pcjabat rcknis kepa.da kepala daerah sesuai

ketentuan;

I r.'... ,
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e. menetapkan pejabat lainnya s€suai kebutuhan

BLUD selain pejabat yang tclah ditetapkan dcngan

peraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan

kinerja opcrasional serta keuaagan BLUD kepada

Bupati.

(2) Pejabat keuangan BLUD sebaaaimana dimaksud

dalam pasal 11 ayst (b), mempurryai tugas dan

kewajiban:

a. mengloordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan DPA-BLUD;

melakukan pengelolaan pendapatan dan biayai

menyelenggarakan pengelolaan kas;

melakr:kan pengelolaan utang-piutang;

menJruaun kebliakan p€ngelolaan baran& aset

tetap, dan investasi;

menyelenggarakan sistem informssi manqicmen

keuangan; dan

menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan

laporan keuangan-

(3) Pejabat telods sebagairnana ,li'rrqksrrd dal,am pasal 1O

ayat (cl mempunyai tugas dan kewajiban:

a, menJrugrm per€ncana.an kegiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan

c. mempcrtanggungianabkan kinerja operasional

dibidangnya.

Begian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentian Fejabat Pengelola dan

Pegawai

Pasal 18

pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. mel,akukan tindal€n yang dapet menurunkan

kehormatan atau martabat pemerintah kabupaten;

c,

d.

e,

f.

h.
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b.

c.

menyalahgunskan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatlan keuntungan
pribadi dsn/atau orang lain dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewalGn, atau meminjeiIlkFn barang baik
bcrgerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat
berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak
sah;

mel,akukan kegiatan bersama dengan atasan, teman

sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar linglungan kerjanya dengan tujuafl
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain,

yang sccara langsung atau tidak langsung merugikan
pemerintah kabupa.ten;

melakukan suatu tindal<an atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat mengha.l,angi atau

mempersulit sa.lah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatlan kerugian bagi yarrg dila5rni;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

mencalonkan diri sebagai calon kepala

daerah/ DPR/DPD/DPRD;

ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

memkri dukungan kepada calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat

dalam kegiatan kampanye.

d.

e.

e.

h.

J.

Pasal 19

(1) Pejabat Pengelola Puskesmae BLUD diberhentikan

karena:

a. mqninggal dunia;

b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bufafl

berturut-turut;

c. tidak melaksanal€n tuSas dan kewajibannya

dengan baik;

Pl.lill.._Of r .:i
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d. melanggar kebljakan atau ketentuan-ketentuan

lain yeng telah dit€tapkan;

e. mengundurkan diri karena alasan yang patut;

atau

f. terlibat dqlem suatu perbuatan yang mel,anggar

hukum.
(2) Pembcrhentian Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD

yang bera8al dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEIOMPOKAN FUNGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan Puskesmas Mangunha.rjo didaesrkan

pada frrngsi pelayanan yang meliputi Upa.ya Kesehatan

Maryarakat (UKM), Upaya Kerchatan Pcrscorangan

(UKB, Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jaringan

Faqrankes serta fungsi pendukung pelayanan.

Pasal 21

FunSBi pendukung scbagaimana tcrsebut pada pasal 20

meliputi fungsi manqiemen puskesmas dan Saflran

Pengawas Intcrnal

Pasal 22

Tugas pokok Satuafl Pengawas Internal:

a. mengawasi tedradap pelaksanaan dan operasional

BLUD hrskesmas;

b. menilai pengendalian pengelolaan dan

pelaksanaan kegiatan BLUD Puslcsmas; dan

c. membcrikan saran perbaikan kepada Kepafa

Puakesma,s.

Fungsi Satuan Pengawas Internal adalahi

a. Pelaksana pengaq,asan terhadap BegEla kegiatsn

BLUD Puckesmas keuangan dan pelayanan;

(1)

(21



(3)

(41

(s)

b, Penelusuran kebcnaran laporan atau informasi

tentang penyimpangan yang terjadl dan

c. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

aparat pengawas firngsional.

Satuan Pengawas Internal dibentuk dan di tetapkan

dengan keputusan Kepala Puskesmas;

Satuan Pengawas Intemal berkedudukan dibawai
dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas;

Satuan Fengawas Intemal diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Puskesmas.

BAB V

PROSEDUR KER.IA

Pasaf 23

{1) Prosedur kerja setiap pros€s pengelolaan manajerial

dan pelayanan telah didokumentasikan dala:n

Stq,nd(lr Operfrhg Proe&te {SO9. SOP

acuan bagi seluruh petugas di dalam melaksanakan

pekcrjaan. Acuan pelaksanaan pekerjaan merupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puslresmas dan

diharapkan merupakan suatu atandar b8ku dalam

proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada

seluruh pengguna dapat mencapai staldar yang

diinginlon.
(2) Prosedur Kerja sebagei-era dimaksud dalam pada

ayat (U tercantuE dalam Lampiran U Feraturan

Bupati ini.

BABVI

ESEI,ONISASI

Pasal 24

(1) Eselonisasi Pejabat Penaelola Puskesmas BLUD

disesuaikan dengan ketentuan peraturan pen:ndang-

undangan.
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(2) Jika Pejabat Pengelola Puskesmas BLUD sebagainena

dimaksud dalam ayat (l) berasal dari Non Pegawai

Negeri Sipil, mat@ hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan disesuaika-:r dengan keGntuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGEI.OI,AAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 25

(f) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pengaturan dan kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusis. yang

bercrientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten rmtuk mendukung pencapaian

tujuan organisasi secara efsien, efektif, dan

produktif.

(2) Sumber daya manusia Pustrrcsmas terdiri atas tcnaga

kesehatan dsn tenaga non kesehatan.

(3) Jenis dan jumlah tenaSa kesehatan dan tenaga non

medis dihitung berdasarkan analisis beban kerja

dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

diselenggarakan, jumlah penduduk dan

percebarannya, karalirteristik wilayah kerja, luas

wilayah kerja, ketersediaan fasilitas peLayanan

kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pembagian waktu kcrja.

(4) Jenis tenaga kesehatan paling sedikit terdiri atas:

dokter atau dokter layanan primer;

dokter giei;

perawat gigi;

bidar;

tenaga keschata-n masyarakat;

tenaga lingkungan kesehatan lingkungan;

ahli telmologi laboratorium Eedik;

tenaga gizii

tenaga ke{armasian; dan

perekam medik.

a.

b.
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(5) Tenaga non kesehatan harus dapat mendukung

kegiatan ketatausahaaa, administ asi keuangan,

sist€m informasi, dan kegiatan operasional lain di
Puskesmas.

(6) Tenaga kes€hatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar
prosedur operasional, etika pmfesi, menghormati hak
pasien, serta mengutamakan kepentingan dan
kesclamatan pasien dengan memperhatikan

kesel,amatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.

(7) Seti"f Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harue memiliki aurat izin pralrtik s€suai ketentuan
peratu'an pen:ndang-undangan.

(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai
dari rekrutmen, seleksi, pengangkatan, penempatan,

mutasi, lxomosi, reutatd ptnistuneri, sampa.i dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pcnsiun-

BAB VItr

REMUNERASI

Pasal 26

(l) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dal.at

diberiksn remunerasi sesuai dengan tingkat.

tanggungiawab dan tunhrtan profesionalismc yang

diperlutan.
(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (U,

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji,

tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

prestasi, pesangon dan/atau penBiun.

(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

untuk Bl,uD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan usulan p€mimpin Bl,uD-Puskesmas

metalui Kepala Dinas lGsehatan.

tAiz'1i..
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(5)

(6)

(4) Penetapan nemunerlagr per mprn

mempertimbanglGn faktor-falrtor yang berdasarkan:

a, ukuran (size) dan jurl ah aset yang dikelola

BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri
pelayanan sejenis;

c. kemarnpuan pendapatan BLUD bersanglutan;

dan

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara lain
indikator keuangan, pelayanan, mutu dan

manfa,at bagi masyarakat.

Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis

ditetapkan pafing banyak sebesar 90 (sembilan

puluh perBen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dihitung
berdasarkan indikator penilaian:

a. pengalaman dan masa kerja (basic inda|;
b. keterampilan, ilmu pngetahuan dan peril,aku

(@nrytetq indetqi

c. risiko kerja (risrc rnded;

d. tingkat kegawatdaruratan (energenA indel;
e. jabatan yang disandang (position inde$; dar:

f. hasil/capaian kinefia Q*rfomwre inde$.

Bagi pcjabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dal tunjangan mengikuti

peraturan perundang-rmdangan tentang gaji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

penghasilrn sesusi remunerasi yang ditetapkan oleh

Bupati.

(71
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(8) Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari
jabatannya mempercleh penghasil,an sebesar 5006

(lima pufuh persen) dari remunerasi/honorarium

bulan t€rakhir yanS berlaku sejak tsng8al

diberhentikan sampai dengan ditetapkannya

keputusan definitif tentang jabatan yang

bersangkutan.

Remunerasi sebagaimana dimakeud pada ayat (2)

diberikan sesrni dengan keuangan

daerah.

BAB IX

STANDAR PELAYANAN MIMMAL

Pasal2T

(1) Untut menjamin ketersediaan, ketet'angkauan, dan

kualitas pelayanan umum ya-ng diberikal oleh BLUD,

Bupati menetapkan standar pclayanan minimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLUD.

(3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ajrat (1) harus mempertimbangkan kualitas
pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan s€rta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

(4) Standar pelayanan minimal harus memenuhi

persyaratan:

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. tcrukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat wakhr
(5) Fokus pada jenis pel,ayanan sebageimqna dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan

pelayanan yang menr:njang terwujudnya tugEs dan

fungsi BLUD.

(e)



(6)

(71

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dopat

dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Depat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

hurul c, mempnkan kegiatan nyata, dapat dihitung
tingkat pencapaiannya, rasional, s€suai kemampuarr

dan tingkat pemanfaatannya.

Relevan dan dapat diandalkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk
menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Tepat waLhr sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan

pelayanan yanB tehlt 6i1st'nkan.

BAB X

TARIF L{YANAN

Pasal 28

(f) BLUD dapat memungut biaya kepada masyara*at

seba8ai imbalarr atas barang dan/ atau jasa layanan

yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jaEa layanan

s€bagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan

dalam b€ntuk tarif yang disusun atas dasar

perhitungan biaya satuan per unit layanan atau ha8il

per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk

imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk
menutup s€luruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

(a) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dapat berupa besaran tarif atau pola tarif scsuai jenis

layanan BLUD yang bersangkutan.

(5) TarU layanan Bl,uD-Puskesmas diusulkan oleh

pemimpin BLUD kepada Bupa.ti melalui Kepala Dinas

Kesehatan.

(8)

(e)
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(6) Tarif layanan sebagaimana rlirnqLsud psda ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layanan sebagairnana dimaksud pada

ayat (6), mempcrtimbangkan kontinuitas dan
pengembangan layanan, daya beli masyara.liat, e€rta

kompetisi yang sehat.

(8) Bupati dal,am menetapkan besaran tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), dapat membentuk tim.

(9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanSgotaanya dapat

beraaal dari:

a. pembina telxriB;

b. pembina keuangan;

c, unsur perguman tinggi; dan

d. Iembaga profesi.

(1O) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan BLUD dapat
dilskukan pcrubahan sesuai kebutuhan d8n

perkembang8n keadaan.

(11) Ferubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat

(f0), dapat dilakukan secera keseluruhan maupun
per unit layanan.

(12) Proscs yrrubahan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1O) dan ayat (11), mempertimbangkan

kontinuitas dan pengembangan trayanan, daya beli

masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

PAPJU' A,OCiir. :



, !4tAF riif,ili!i.,,r\3r

BAB )C

PENGELOI,AAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pendapatan
pasal 29

(f) Pendapatan BLUD dapat bersumbe, dari:

a. jasa lnyanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasarna dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a, berupa

imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang

diberif<an kepada rnasyarakat.

(3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bcrupa
pcrolehan dari kerjasarna operasional, sewa menyewa,

dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi

BLUD.

(5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit
anggsran pemerintah kabupeten bukan dari kegiatan

p€mbiayaan APBD.

(6) Fendapatan BLUD yang bersumber dari APBN

sebagaimana di*al.sud pada ayat (1) huruf e, dapat

berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pslqksFnaarr dekonsentrasi dan/atau
hrgas pembantuan darl lain-lain.
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(7) BLUD dalarn melaksanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang bedaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) l,ain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimalsud pada ayat (f ) huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaal yarrg tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tul€r rupiah tcrhadap

mata uang asing;

f, komisi, potongan ataupun bentuh Lain seb?gai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibah terikat,

dapat dikelola langsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(1O) Hibal terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(1U Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, hurul b, huruf c, dan huruf t
dilaksanakan melalu.i rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lainJain pendapatan asli daerah

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat PengeloLa

Keuangan Daerah setiap triwulan.

t\ 28
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Bagiar Kedua

Biaya

Pasat 30

(1) Biaya BLUD merupaksn biaya operasional dan biaya

non operaaional,

(2) Biaya opcrasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugag

dan fungsi.

(a) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dialokasikan untuk membiayai program peningkatsn

pelayanan, kegratan pelayanan, dan kcgiatan

pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan scbagaimana

dimaksud pada ayat (a), dialokasikan sesuai dengan

kclompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Biaya olrrasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b. biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf a, mencakup scluruh biaya operasional yang

berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

(8) Biaya umrun dan administrasi sebagairnana

dimaksud pada ayat (O huruf b, mencakup scluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan p€layana[,



(9) Biaya pelayanan sebagaimna dimaksud pada ayst (Z),

terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya balun;
c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya barang dan jasa; dan biaya pelafarun lain-

lain.

(1O) Biaya umurn dan administrasi sebagaimana pada

ayat (6), terdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi l(,ltor;
c. biaya pemelihataan;

d. bieya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
(1U Biaya non operasional scbagaimana di"npksiud pada

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administrasi bank;

c. biaya kerugiaa penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan dlai; dan

e. bialra non opcrasional lain-lain
(12) Scluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersr:mbcr

sebagaimana dtunaksud dalam Pasaf 26 ayat (4) huruf
a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Pejabat Pengelola K€usngan Daerah sctiap triwulan.
(13) Seluruh pengeluaran biaya BLUD Jrang bersunber

sebagaimana dimakeud pada ayat (12), dilakukan

dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilernpiri
dengan Surat Pemyataan Tangung Jawab (SPIJ).

(14) Pengsluaran Biaya BLt D diberikan lleksibilitas
dengan Eempertimbangkan volume kegiatan
pclayanan.

Itr
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(15) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), merupakan pengeluaran

biaya yang disesuaikan dan signilikal dengan

perubahan pendapatsn da.tam ambang batas RBA

yang telah dit€tapkan secara dehnitif.

(16) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), hanya berlaku untuk biaya

BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari

APBN/APBD dan hibah terikat.

(17) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (14), tidak bedaku untuk BLUD

bertalap.

(18) Dalam hal tetadi kekurangaa anggs.ran, BLUD

mengajukan usuLan tanbahan anggaran dari APBD

kepada Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah melalui

Kepala Dinas Kesehatan,

(f9) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(15) ditetapkan dengan besaran persentase.

(2O) Besaraa persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(19), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(21) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat

(2O), ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(22) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (19), merupakan kebutuhan

yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur,

rasional dan dapat dipertanggun$awabkan.

ls 7.
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Bagian Ketig"

Pcrencanaan dan Penganggaran

Pasal 31

(1) BLUD menlnrsun R€nstra Bisnis BLUD.

(2) Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (l), mencakup pcrnjataan visi, misi, program

strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana
pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan

tima tahunan BLUD.

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gambaran yang menantang tentang keada,an

masa depan yang berisikan cita dan citra yans ingn
diwujudkan,

(4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(5) Program strategis s€bagaimana rlirnnksud pada ayat

(21, memuat progam ya-ng berisi proses kegiatan yang

berorientasi pada hasil yang ingn dicapei sampai

dengan kurun walrtu 1 (satu) sampai dcngan 5 (lima)

tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
(6)Pengukuran pencapaian kinerja se$egairnana

dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yarg

dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai anslisis atas fal*or-falftor
intemal dan eksternal yang mempengaruhi

tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapa.ia-n lima tahunan scbagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian

kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) Ehun.
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(8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2],, memuat perkiraan

pendapatar capaian kineia keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLUD sobagaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penJrusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD menlrusun RBA tahunan yang berpedoman

kepada renstra bisnis BLUD.

(11) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun berdasarkal prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-

sumber pendapatan BLUD tainnya.

(12) RBA merupakan penjabaran lebih tanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi mal<ro dan mikro;

c. target kineda;

d. analisis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h. prognosa Laporan keuangan;

i. perkiraan majw ffonard estimatel;

j. rencana pengeluaian investasi/ modal; dan

k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD.

(14) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (13), disertai

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan

minimal dan biaya dari keluaran yang dihasilkan.
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(15) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dirnpksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor 5mng mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun berjalal dengan

realisasi;

d. laporan keuangan tahun berjalan; dan

e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti
sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun
berjalan.

(16) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (f 3) huruf b, antara Lain:

a. tingkat infla8i;

b. pertumbuhan ekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e, volume palayanan.

(14 Tafget kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, sntara lain:

a. pcrkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimsna

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/ atau
jasa yang diberikan, scteLah

memperhitungkan seluruh komponen biaya dan

volume barang dan/atau jase yang akan dihasilkan.
(19) Perkiraan harga sebagaimana dimakgud pada ayat

(13) huuf e, merupakan estimasi harga jual produk

barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditenhJkan

seperti tercermin dari tarif layanan.



(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat
(13) huruf f, merupakan rencala angqaran untuk
seluruh kegiatan tahunan yarlg dinyatakan da.tam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Besaran persentase ambang batas sebagaimana

dimalsud pada ayat (13) huruf g, merupa_kan besaran
persentase perubahan anggaftm bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi
kegiatan operasiona.l BLUD.

(22) Prognoea Laporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dal laporan arus kas,

(23) Perkiraan maju forutard estimatel sebagaima-na

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan
perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggafan

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesinambunga-n program dan kegiatan
yang telah disetujui dan menjadi dasar pen5msunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaraa investasi/modal sebagaimaaa

dimaksud pada ayat (f 3) huuf j, merupakan rencana
pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

(25) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikan dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat llzl disusun dan

dikonsotdasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pad.a ayat (261,

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

l'es
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(2E) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

disampeikaq kepada kepala Dinas Kesehatan untuk
dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(29) RKA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagairnana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

{30) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (28) atau
RI(A-Dinas Kesehatan b$erta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (29), oleh PPKD disampaikan

kepada Tim Pemerintah Daerah FAPD)
untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah .{ilakuken penelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud padr. ayat (3O), disa:npaikan

kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancargan

Peraturan Daerah tentang APBD.

(32) Setelsl Ra-ncangan Peraturan Daerah tentang APBD

scbagaimana dimaksud dalam ayat (3f) ditetapkan

meljadi Peraturan Daerah, p€mimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk
ditetapkan menjadi RBA delinitif.

(33) RBA definitif sebagatunana dirnaksud dqlarn ayat (32),

dipakai sebagai dasar penlrusunan DPA-BLUD untuk
di4iukan kepada Pejabat PengeloLa Keuangan Daerafr.

BaAian Keempat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(U DPA-BLUD sebagaimana dimaksud .l-lam Pasal 31

ayat (33), mencakup antara Lain:

a. pcndapatan dan biaya;

b. prcyeksi arus kas; dan

c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar
pelaksanaan anggaran.
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(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada pcraturan
perundang-undangan.

(a) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat
melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun s€beh]jnnva.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh ppKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meqjadi dasar
prenarikaa dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (S),

digltnakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pena-rikan dala untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimana dima-ksud dalam ayat (6), sebesar selisih

(mismatca jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan
jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yang telah ditctapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kineda yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan marifestasi hubungan kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kio.eqa lcrntractual performone

agreementl.

(1O) Dalam perjanjian kinerja sebagaimala dimaksud
pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakal kegiatan pelayanan umutn

dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum

dalam DPA-BLUD.

a.
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(11) Perjanjian kinerja aebagairnana dimaksud pada ayat
(8), antara lain memuat kesanggupan untuk
meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b- kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi magrarakat.

Bagian Kelima

Akuntansi, Peliaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

(U BLUD menerapkan sistem informasi manajemen

lrcuangan sesuai dengan kebututran pralftik bisnie
yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat rlatc-
dokumen pendukung yeng dikelola secara tertib.

(3) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan

BcbaAaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

basis aknral baik dalam pengakuan pendapatan,

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem

akuntansi dengan berpedoman pada standar

akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang

beruangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(U Laporan Leuangel BLUD terdiri dar.i:

a, Neraca yang mcnggambarlcn p*isi kcuangart

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada

tanggal tertentu;

b. Laporan operasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan dan biiaya BLUD Belarna satu periode;
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l2l

(3)

l4l

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan

yang menggambafkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode

tertentu; dan

d. Catatan atas Laporan keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rinciaa dari angka yang

tertera dalam laporan keuangan,

Laporan keuangan sebagaimana dimalsud pada ayat

(1), disertai dengan laporaa kinerja yang berisikan

informasi pencapaian hasil / keluaran BLUD.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Setiap triwulan BlUD-Puskesmas menyusun dal
menyampaikan laporan operasional dan laporan arus

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan,

paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode

pelaporan berakhir.

Setiap semesterar dan tahunan BLuD-Puskesmas

wajib menlrusun dan menyampaikan Laporan

keuangal lengkap yalg terdiri dari laporan

operasional, neraca, laporan arus kas daIl catatan

atas laporan keuangal disertai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan r.mtuk

dikonsolidasikan ke rlalnm l,aporan keuangaa Dinas

Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2

(dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan datam ayat (5) untuk
kepentingan konsolidasi, dilalukan berdasarkan

startdar akuntansi pemerintah.

(s)

(6)
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BABxII
PENGELOI,AAN SUMBER DAYA LAIN

Pasal 35

(1) Sumber daya lain arlplph seh.ruh aset dan kegiatan

yang menghasilkan pendapatan diluar pendapatan

operasiona.l darl dikclola oleh Puskesmas.

(2) Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pel,ayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan ft:ngsi Puskesmas.

(3) Pengelolaal sumber daya yang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkala.

(4) Sistem pengelolaa.n sumber daya Lain disusulkan oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB)(III

PENGELOI,AAN LINGKUNGAN

Pasal 36

(U Dafam menjaga kelestarian Puskeamas

wajib mengelol,a limbah Puskesmas melalui

p€nyuaunan UPL (Upaya Fcngelola.an Lingkungan)

dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengan ketentuajr peraturan perundaqg-undangan.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengawasan, dan pengendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional

meliputi pengelolaan secara kimiawi, Iisik dan biologis

sebelum dibuang ke lingkungan.

(a) Dalam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

wajib memisahkan sampah medis dari sampah non

medis.

(5) Pengelolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undaagan.
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BAB 
'CVPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

(1) Fcmbinaan tclmis Pusk*mas dilakukan olch Kapala

Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan keuangan Puekesma8 dilor.rk'n oleh

Fejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua

Pengewasan

Pasal 38

(1) Fengawasan hrskesmas dil.LtLq4 oleh ktspektorat
Kabupaten.

(2) Pengawasan opcrasional dapat dilakukan olch Satuan

Fengawas Intcmal (SPl).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI,AIAN KINER.'A
pagel 99

(f) Evaluasi dan penilaian Kinerja Bl,UD-Puskesmag

dilaln:kan sctiap tahun oleh Bupati terhadap aspek

kcrrangan dan non kcuangan.

(2) Evaluasi yang dilakuf<an scbagaimana ,{iriaLard pq.da

ayat (f), dipergunalGn untuk mengukur tingkat
pencapaian hasil PPX-BLUD sebagaimana ditetapkan
dalan Rencana StrategiB Bisnis (Renstra Bisnis) dan

Rencana Bisnis dan Anggaxan (RB/C,}.
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BABXVI

IGTENTUAN IAIN-I,AIN

Pasal 40

Bupaii benr'enang untrk mcnetapLan bcrbagai &ctantuan

dan peraturan pclaksanean untuk melaLsanakan pola

tata &6lola ini, ,'ang Ecliputi Fcraturart Rrskcsmas,

Feraturan tentang ketenaSaan, ecrta Fratursn lain yang

tidak dicanhfikan dalam pola tata kclola ini atas usula.n

Icpala Puskessas.

BAB)(vII

KETENTUAN PENUTT'P

Pasal4f

Femturan ini bedaku seiak tanggal ditetap&an.

fuar sctiap orang mengetahuinya, mcmerintahkaa

Fcngundangan Perahran BuPqti ini dcngal

pencnpatarnya dafam Bcrita Daerah KabuPatcn Musi

Rawas.

Ditctapkan di Muara Bctti
pada
BI,'PATI

6 Wwre
RAWAS,

2019

Dtrmdanekan dt Muara Beliti
peda t.ngSat ( tqtailr zos
SEXREf,ARIS DAERAH

BERITA DAERAH T<ABI,'PATEN MUSI RAWAS TAHI,'N 2OT9 NOMOR.U

P.IDJ,J KOORDII{AST
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IAMHRAN tr : PERATT RAN BpPATI UUSI RAWAS

NOMOR . % TAHUN 2019
TENTANG TATA KEII)I,A BADAN

IAYANA UUT'M DAEMH PADA

PI'SAT f,DS'TITATAN MASYARAKAT

UANGUNHAzuO KABT'PT(IEN

MUSI RAUIAS

PROSEDT.,R KER'JA PUSKESMAS MANGT'NHAR^'O

L sOP roa0/anen

,L SOP Fda Upaya lcsehatan Peroran$fl

Mangunbarjo

f. SOP Felayanan Gawat Daruraq

a- SOP Fcn€riDaan Pasicru

b. sOP Pcmulaagnn Pasien; 'r'.'
c. SOP Fcm@aran Pasien:

1l Turai
2| Non Tunai

2. SOP Fclayanan Rarat Jalan;

a- soP Pencrimaan Pasicn;

b. SOP Fenulangafl Pasieni dan

c. SOP PembaYarzn Fasien:

1) Tunai

2l Non nrDai

3. SOP Felryanaa Rarat InaP;

a- SOP Fcnerimaan Pasien

b. SOP Feoulsngan Pasien

c' SoP Femb4raran Pasien

U funai
2) Non I\rnai

a. SOP Ferealinaa;

5. soP Felayanan l.aboratorium Scd€rhafla;

6, SOP Felayattan Farmasi;

7. SOPklsyamn Gizi;

S. SOP Felaysnan Pasicn lGlusrgB Ui€kin;

9. SOP FelaYanan Rckam Mcdik;

10. SOP Pengelolaan Limbah;

Gnel Pusecmas

\

PTRAT TOORDI AsI
. sloP AdEinfutrasi dan Maneietnen;



12. SOP Pelayaro Ambul,sns dan Mobil Jclnazah;

13. SOP FelsYansn LandrU,

14. SOP Feocliharaan;

15. SOP prncegahan dan ncngcndatrao Infcksi; 
'laa

16. SOP tlE/8naE l(eamanan.

B. S@ PodE Upaya Kesehatar Marvara*at (uKu) Pus&e@as

L4lebrtjo
f . ilOP Fclayanan lcsetratan lbu tlamil;

2. SOP pelay8nan l(rschatan Ibu Bersalin;

3. SOP FelayanaD fcschatan Bayi Bam lahir;

4. SOP FelaYanan t(€scbatan Balita;

5. SOP Fclryanan fcscbEtan pads Usig' Fendidikan Dasaa

6. sOP Fclqnnan ltcsefratan pa<la Usia Ptoduhi4

7. sOP klayaaan lGschatan poda usia l^aajut

E. SOP hlaftanao I(rschatan ftndcrita HipcrtaBi;

9, SOP pel*yaaan fesehatan Fenderita Diabctes Mclitus;

fo. SoP Fefrytra[ IGseharan Orang dengaa Ganggum Jiwa B€raq

1f,SOP pelaysnan trcscbatan Oraog dcngan Tuberkufoeia (lBl;

da'r

f2. SOP Felayanan lGsehatan Orang dengan Rhiko TcriDftksi Hrv'

SOP Sclain FclaYanan

A.SOPruaeai
1. SoP Rekuitmcn Fegeeai;

2. SOP Fengcrobqn8pn dan ltuBPeten i; dan

3. SOP FEmberhcntian PeSFwai

B. sOP sarena dan Prssarana

1. SOP Fcngadsrtr

2. SOP Fencliharaan


